5.1.

BAB YV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada babsebelumnya, dapat

ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1.

Hasil analisis deskriptif menunjukan bahwa pengaruh variabel Perencanaan,
Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertangungjawaban, Partisipasi,
Transparansi dan Akuntabilitas berada dalam kategori baik.

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan pengaruh perencanaan terhadap
partisipasi menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,066 dengan nilai t sebesar
1.252 atau P Values 0,211. Nilai t tersebut lebih kecil dari t tabel (1,960). Hasil
ini berarti bahwa perencanaan memiliki korelasi yang positif, tetapi tidak
signifikan terhadap partisipasi, ditolak. Pengujian hipotesis pengaruh pelaksanan
terhadap partisipasi pembangunan desa menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar
0,098 dengan nilai t sebesar 1,365 atau P Values 0,173. Nilai t tersebut lebih kecil
dari t tabel (1,960). Hasil ini berarti variabel pelaksanaan memiliki korelasi yang
positif tetapi tidak signifikan terhadap partisipasi, ditolak. Pengujian hipotesis
pengaruh penatausahaan terhadap variabel partisipasi menunjukkan nilai
koefisien jalur sebesar 0,004 dengan nilai t sebesar 0,096 atau P Values 0,924.
Nilai t tersebut lebih kecil dari t tabel (1,960). Hasil ini berarti variabel
penatausahaan memiliki korelasi yang positif tetapi tidak signifikan terhadap

partisipasi,  ditolak.  Pengujian  hipotesis = pengaruh  pelaporan  dan
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pertanggungjawaban terhadap variabel partisipasi menunjukkan nilai koefisien
jalur sebesar 1,033 dengan nilai t sebesar 19,619 atau P Values 0,000. Nilai t
tersebut lebih besar dari t tabel (1,960). Hasil ini berarti variabel pelaporan dan
pertanggungjawaban memiliki korelasi yang positif dan signifikan terhadap
partisipasi, diterima.

Pengujian hipotesis kedua menunjukkan pengaruh perencanaan pembangunan
terhadap transparansi menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,232 dengan
nilai t sebesar 1,748 atau P Values 0,081. Nilai t tersebut lebih kecil dari t tabel
(1,960). Hasil ini berarti bahwa perencanaan pembangunan desa memiliki
korelasi yang positif tetapi tidak signifikan terhadap transparansi, ditolak. Hasil
pengujian hipotesis pengaruh pelaksanaan pengelolaan dana desa terhadap
transparansi menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0.359 dengan nilai t
sebesar 2,043 atau P Values 0,042. Nilai t tersebut lebih besar dari t tabel (1,960).
Hasil ini berarti bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa memiliki korelasi
yang positif dan signifikan terhadap transparansi, diterima. Pengujian hipotesis
pengaruh penatausahaan terhadap variabel transparansi menunjukkan nilai
koefisien jalur sebesar 0,596 dengan nilai t sebesar 2,840 atau P Values 0,005.
Nilai t tersebut lebih besar dari t tabel (1,960). Hasil ini berarti variabel
penatausahaan memiliki korelasi yang positif dan signifikan terhadap
transparansi, diterima. Pengujian hipotesis pengaruh pelaporan dan
pertanggungjawaban terhadap variabel transparansi menunjukkan nilai koefisien
jalur sebesar 0,511 dengan nilai t sebesar 2,296 atau P Values 0,022. Nilai t

tersebut lebih besar dari t tabel (1,960). Hasil ini berarti bahwa variabel pelaporan
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dan pertanggungjawaban memiliki korelasiyang positif dan signifikan terhadap
transparasi, diterima.

Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pengaruh variabel Perencanaan
terhadap Akuntabilitas menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,802 dengan
nilai t sebesar 3,443. Nilai t tersebut lebih besar dari t tabel (1,960) atau P Values
0,000. Hasil ini berarti bahwa perencanaan pembangunan desa memiliki korelasi
yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas, diterima. Pengujian hipotesis
pengaruh pelaksanaan terhadap akuntabilitas menunjukkan nilai koefisien jalur
sebesar 0.231 dengan nilai t sebesar 1,604 atau P Values 0,109. Nilai t tersebut
lebih kecil dari t tabel (1,960). Hasil ini berarti variabel pelaksanaan pengelolaan
dana desa memiliki korelasi yang positif tetapi tidak signifikan terhadap
akuntabilitas, ditolak. pengujian hipotesisis pengaruh penatausahaan terhadap
akuntabilitas menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,046 dengan nilai t
sebesar 0,402 atau P Values 0,688. Nilai t tersebut lebih kecil dari t tabel (1,960).
Hasil ini berarti bahwa variabel penatausahaan memiliki korelasi yang positif
tetapi tidak signifikan terhadap akuntabilitas, ditolak. Selanjutnya Pengujian
hipotesis pengaruh pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap variabel
akuntabilitas menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,745 dengan nilai t
sebesar 2,392 atau P Values 0,017. Nilai t tersebut lebih besar dari t tabel (1,960).
Hasil ini berartivariabel pelaporan dan pertanggungjawaban memiliki korelasi

yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas, diterima.
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5.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan beberapa
hal sebagai berikut ini :

Kepada Manajemen pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Kakuluk Mesak

Kabupaten Belu:

1.  Penelitian ini fokus pada masalah utama yakni partisipasi, transparansi
danakuntabilitas. Hasil ini menjadi perdebatan dan novelty baru karena
akuntabilitas pengelolaan keuangan desa memiliki aspek partisipasi dan
transparansi, sehingga dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya

2. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan melakukan
pelatihan secara terus menerus kepada seluruh aparatur pengelolaan keuangan
desa tentang penggunaan aplikasi system keuangan desa / SISKEUDES
kemudian dilanjutkan dengan menerapkan aplikasi tersebut dalam pelaksanaan
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

3. Adanya keterbukaan pengelolaan dana desa yang ditandai dengan tersedianya
informasi yang memadai, jelas dan akurat serta kemudahan akses bagi
masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan dana desa.

4.  Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses
pembangunan didesa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga

pertanggungjawaban.
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